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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Di Indonesia masalah anak yang berkonflik dengan hukum 

mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas 

terkait Anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur 

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen 

Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan 

data bahwa anak-anak yang berada di lingkungan Rutan dan Lapas 

berjumlah 2528 orang.  Sejak Januari 2020 diperoleh data perkara yang 

dilakukan diversi sebanyak 269 orang.1Data tersebut menunjukkan jumlah 

Anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia cukup banyak. 

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak yang 

mengakibatkan anak harus berurusan dengan permaslahan hukum dapat 

disebabkan berbagai factor. Diantaranya merupakan dampak dari arus 

globalisasi yang berpengaruh dalam kemajuan di bidang komunikasi dan 

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup 

masyarakat modern. Hal tersebut membawa pengaruh dalam nilai dan 

perilaku pada anak. Bagi anak yang kurang perhatian, kasih sayang serta 

pembinaan dari orang tua, pengaruh arus globalisasi tersebut dapat 

menyeretnya dalam pergaulan yang kurang sehat dan merugikan 

 
1Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan”, diakses dari 

http://smslap.ditjenpas.go.id/ pada 28 Pebruari 2020 

http://smslap.ditjenpas.go.id/
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perkembangan dirinya, bahkan dapat membuka peluang anak terlibat 

melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut membawa perubahan 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat berpengaruh pula dalam 

perilaku dan tingkah laku anak.2 

Keberadaan anak dalam lingkungan masyarakat perlu mendapat 

perlindungan, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena 

pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai 

tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, sosial, dan mental 

anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari orang-orang disekitarnya 

baik orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.  

Anak  dimata  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  

Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat 

UU SPPA merupakan dasar penyelesaian terhadap perkara anak. UU 

SPPA memberikan pengaturan, pertama adanya upaya penyelesaian 

perkara anak dalam bentuk ketentuan formal dalam arti masuk di dalam 

sistem perardilan,  kedua adanya upaya pengalihan penyelesaian perkara 

anak di luar sistem peradilan pidana atau disebut diversi.  

Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat suatu lembaga yang 

berperan penting dalam setiap proses penyelesaian perkara anak, yaitu 

Balai Pemasyarakatan (Bapas). Balai Pemasyarakatan sebagaimana dalam 

UU SPPA Pasal 1 ayat 24 adalah Unit Pelaksana Teknis pemasayarakatan 

yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, 

 
2 Shanti Beliyana, “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, Liberty, Jakarta, 1992, hlm. 107. 
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pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pelaksanaan tugas dan 

fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pelaksana inti Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang bertugas di Balai Pemasyarakatan. Dalam 

Pasal 1 ayat 13 UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat 

fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, 

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam 

dan di luar proses peradilan. 

Dalam tugasnya melakukan penelitian kemasyarakatan, 

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian terhadap anak dan 

keluarganya serta lingkungan sosialnya dengan menyajikan laporan hasil 

penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang berisi data identitas anak, latar 

belakang anak, motif anak melakukan suatu tindak pidana, kehidupan 

social anak bersama keluarga dan teman sepermainannya, serta hal-hal lain 

yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. 

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menggunakan 

paradigm restorative yang mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan 

restoratif berdasarkan UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan. 
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Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam 

Pasal 5 UU SPPA. Selain keadilan restoratif, UU SPPA juga mengatur 

tentang diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dalam 

Pasal 1 ayat 7 UU SPPA. 

Dalam proses diversi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan 

mempunyai peran penting sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan post-

ajudikasi. Tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting 

demi tercapainya tujuan  sistem  peradilan  pidana anak yaitu menjamin 

perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan 

hukum sebagai penerus bangsa. Dalam proses diversi peran Pembimbing 

Kemasyarakatan sangat penting dan signifikan bagi anak yang berkonflik 

dengan hukum. 

Balai Pemasyarakatan Pati merupakan salah satu dari tujuh Bapas 

yang ada di Jawa Tengah.  Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Pati 

meliputi enam kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, 

Blora dan Grobogan. Sejak diberlakukannya UU SPPA yaitu tahun 2014, 

Bapas Pati sudah berkali-kali mendampingi Anak yang berkonflik dengan 

hukum dan melaksanakan diversi. Hasil dari upaya diversi yang dilakukan 

Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pati tergolong berhasil dan cukup 

membanggakan.  

Berdasarkan data dari sms gateway Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, pada tahun 2020 Bapas Pati telah berhasil melaksanakan 
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22 kali diversi dari 45 anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut 

merupakan perjalanan panjang sejak mulai diberlakukannya UU SPPA 

pada tahun 2014 hingga saat ini. Pelaksanaan diversi mengalami kemajuan 

pesat karena pada tahun 2014 diperoleh grafik bahwa pelaksanaan diversi 

di Bapas Pati hanya 10,3% dari seluruh permintaan pendampingan bagi 

anak yang berkonflik dengan hukum sedangkan di tahun 2020 diperoleh 

data bahwa pelaksanaan diversi mencapai 48,9% dari seluruh permintaan 

pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.3 

Bapas Pati memiliki 21 orang Pembimbing Kemasyarakatan dan 

4 orang Asisten Pembimbing Kemasyarakatan4 untuk menangani seluruh 

penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan 

pengawasan di Karesidenan Pati.  

Hal tersebut tidak berimbang dengan banyaknya klien yang 

dibimbing. Pada bulan Mei 2020 diperoleh data bahwa klien dewasa yang 

dibimbing sebanyak 989 orang dan klien anak 27 orang. 5 

Meskipun begitu, pada bulan April 2020, Bapas Pati memperoleh 

predikat sebagai Bapas Terbaik I se-Indonesia untuk kategori Balai 

Pemasyarakatan dalam pelayanan pembimbingan dan pengawasan masa 

darurat Covid 19 dari Menteri Hukum dan HAM RI.  Hal tersebut tertuang 

dalam Keputusan  Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.KP.08.05 

 
3 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan”, diakses dari 

http://smslap.ditjenpas.go.id/ pada 23 Juni 2020 
4 Balai Pemasyarakatan Pati, “Kepegawaian” ,diakses dari http://bapaspati. 

kemenkumham.go.id/   pada 23 Juni 2020 
5 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan”, diakses dari 

http://smslap.ditjenpas.go.id/ pada 23 Juni 2020 

http://smslap.ditjenpas.go.id/
http://smslap.ditjenpas.go.id/
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Tahun 2020 tentang Penghargaan Kepada Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan Atas Respon Progresif dan Inovatif Terhadap Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tanggal 23 April 2020. 

Bapas Pati merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memberikan 

respon cepat dan progresif dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam 

pelaksanaan diversi yang secara khusus dilakukan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis melakukan 

penelitian di Balai Pemasyatakatan Pati yang sudah melaksanakan diversi 

di wilayah karesidenan Pati dan dilakukan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan. Penulis  mengangkat judul “Peran Pembimbing 

Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik 

Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Pati”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengupayakan 

keberhasilan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

pada Balai Pemasyarakatan Pati? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing 

kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Pati? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pembimbing 

kemasyarakatan dalam mengupayakan keberhasilan diversi terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Pati. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat 

peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Balai 

Pemasyarakatan Pati.   

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam 

pelaksaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum pada Balai 

Pemasyarakatan Pati ini diharapkan dapat member manfaat dan kegunaan 

secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu hukum pidana anak. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, terutama kepada Balai Pemasyarakatan Pati dan 
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masyarakat secara umum dalam proses peradilan pidana anak 

khususnya dalam proses diversi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi karya ilmiah ini, maka 

dibagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, setiap bab berisi beberapa 

sub bab. 

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

Bab kedua merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas 

tentang Anak dan Anak yang berkonflik dengan hokum, Balai 

Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Restoratif Justice dan 

Diversi.  

Bab ketiga merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian 

data dan metode analisis data. 

Bab ke empat merupakan bab yang membahas tentang 

pelaksanaan diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum, terdiri 

dari sekilas pandang tentang Balai Pemasyarakatan Pati, peran 

Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan keberhasilan diversi 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Pati 



 

9 

 

serta hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

pelaksaan diversi. 

Bab ke lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran. 

 


